142

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

A. F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 2002.
Achmad, Ali, Menguak Tabir Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2015.
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Andrisman, Tri, Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011.

B, Miles, M., Huberman, A.M., dan Saldana, J. Qualitative Data Analysis, A
Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan
Tjetjep Rohindi Rohidi, Ul-Press, 2014.

Chazawi, Adami, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan
Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005.

Deborah L. Rhode, Access To Justice, Oxford University Press, New York,
2004.

Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu
Hukum Edisi Revisi, PT Mandar Maju, Bandung, 2013.

Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana, Pusat
Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2002.

Harahap, M. Yahya, Pemberantasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap
Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Kartono, Kartini, Patologo Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Kristina, Yudi, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi,
Thata Media, Yogyakarta, 2018.

Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya,
Jakarta, 2010.

Lubis, M., Todung, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Penerbit
LP3SES, Jakarta, 1986.

Marbun, Rocky dkk, Kamus Hukum Lengkap, Visi Media, Jakarta, 2012.
Moeljatno, 4sas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2005.



143

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004.

Muntoha, Negara Hukum Indonesia : Pasca Perubahan UUD 1945, Kaukaba
Dipantara, Yogyakarta, 2013.

Nasution, J. Bahder, Metode Penelitian lImu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
2008.

Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Rekarnasin,
Yogyakarta, 2001.

Nugroho, Heru, Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan, Aditya Media,
Yogyakarta, 1995.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian, Arruzz Media, Yogyakarta, 2012.

Prayudi, Guse, Tindak Pidana Korupsi, Dipandang dalam Berbagai Aspek,
Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.

Prinst, Darman, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan,
Jakarta, 2002.

S. Anwary, Perang Melawan Korupsi Di Indonesia, Institute of Socio-
Economics and Political Studies, Jakarta, 2012.

Salim M. H. S., dan Septiana, E. N., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2022.

Shant, Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 1988.
Simorangkir, J. C. T. dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,
Alfabeta, Bandung, 2013.

Sulistyo, Urip, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Salim Media
Indonesia, Jambi, 2019.

Sunggono Bambang dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.

Supriyadi, Dwi dkk, Ensiklopedia Antikorupsi, Borobudur Inspira Nusantara,
Surakarta, 2017.

Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Penerbit Laskar Perubahan, Sulawesi
Selatan, 2013.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
2002.



144

Wijaya, Firman, Pengadilan Korupsi Teori dan Praktek, Penaku, Jakarta, 2008.

Winarta, H. Frans, Pro Bono Publicio Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk
Memperoleh Bantuan Hukum, Gramedia, Jakarta, 2009.

Wiyono, R, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401)

. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248).

. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4288).

. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150).

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874)

Jurnal Ilmiah

Adji, Indrianto, Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap tindak
Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 4., 2007.



145

Argiansyah, H. Y., Rosiana, S., dan Aulia, A. N. Pertanggungjawaban Tindak
Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja
Indramayu, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Vol. 6, No.1., 2024.

Ginting, Jamin, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap
Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Law Review, Vol. 9, No. 1.
20009.

Hariyanto, H, Official Responsibility And Personal Responsibility In The
Context Of State Financial Loss, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 18, No. 1,
2018.

Kusumawati, M. P., Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum
sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. Arena Hukum, Vol. 9, No. 2,
2016.

Marpaung, Berlian, Memahami Pemenuhan unsur Perbuatan Korupsi Yang
Merugikan Keuangan Negara dala Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Nalar
Keadilan, Vol. 2, No. 2., 2022.

Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E., Tinjauan Hukum Terhadap
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Pemuliaan
Hukum, Vol. 4, No.1., 2021.

Muslih, M, Negara Hukum Indonesia Dalam Prespektif Teori Hukum Gustav
Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 4, No.
1.,2017.

Nainggolan, S. J., Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku
Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di
Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No:
231/Pid.Sus/2015/Pn. Pms), Usu Law Journal, Volume 5, No. 3., 2017.

Nugroho, Hibnu, Rekonstruksi Wewenang Penyidikan Dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi (Kajian Kewenangan Polisi Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi), Jurnal Media Hukum, Vol. 16, No. 3, 2009.

Rachman, F., Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di
Indonesia. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9, No. 2., 2018.

Ratnaningrum, P., Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit
Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi, Wajah Hukum, Vol. 7, No. 1.,
2023.

Ravena, Dey, Mencandra Hukum Progresig dan Peran Penegakan Hukum di
Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3., 2006.

Rismana, D., & Hariyanto, H. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam
Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal IUS Kajian
Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 3., 2021.

Rumagit, Noveydi, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengadaan barang Mesin



146

Saw Mill Tahun Anggaran 2010 di Kota Bitung, Lex Administratum, Vol.
8, No. 2., 2020.

Sohim, Muhammad, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan
Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota
Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Vol. 40, No. 1.,
2009.

Susanto A. Nur, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ‘St’ Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor. 97 Pk/Pid.Sus/2012, Jurnal Komisi Yudisial
Republik Indonesia, Vol. 7, No. 97., 2014.

Tan, David, Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi
Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara, Jurnal Ilmu
Pengetahuan Sosial, Vol.§, No.8, 2021.

Wahyudi, T., Slamet, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks
Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No.
2.,2012.

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No. 1., 2017.

Prosiding, Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, Dosertasi

Rahmadani, Dea, Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan
Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di
Desa Sokawera Cilongok (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto),
Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2023.



